WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR (Y TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA PAGAR ALAM,

bahwa untuk melaksanakan pemberian Gaji Ketiga Belas

kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,

dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan
Wali Kota Nomor 5 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2024,

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam
(lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan
lembaran Negara Nomor 4115);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga
Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima
Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6911);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam
Tahun 2016 Nomor 8) sebagaiman telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah
Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam
Tahun 2023 Nomor 10);

Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2023 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Menetapkan

Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar
Alam Tahun 2023 Nomor 44);

Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita
Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN
2024 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN
HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1
Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun
2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan
Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita
Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5), diubah
sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi
sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Pemberian Gaji Ketiga Belas
Pasal 4

(1) Tunjangan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a

dan huruf f terdiri atas:

a. gaji pokok;

b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan,;
d

tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan



€. tambahan penghasilan paling banyak-sebesar yang
diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi
pemerintah daerah yang memberikan tambahan
penghasilan dengan memperhatikan kemampuan
kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak
menerima  tambahan  penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan
paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau
paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru
Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu)

bulan.

(3) Tunjangan Gaji Ketiga Belas bagi Wali Kota dan Wakil
Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf b terdiri atas:
a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga; dan
c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur kedudukan keuangan

kepala daerah dan wakil kepala daerah.

(4) Tunjangan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari
uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan
jabatan pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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(5) Tunjangan Gaji Ketiga Belas bagi:

(6)

(7)

a. pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan
Umum Daerah; dan
b. pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
bertugas pada instansi pemerintah yang
menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah.
paling banyak sebesar tunjangan Gaji Ketiga Belas
yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan
Umum/Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang
pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas
jabatannya setara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua)
bulan sebelum bulan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar
penghasilan yang seharusnya diterima karena
berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan
tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Gaji
Ketiga Belas.

Tunjangan Gaji Ketiga Belas bagi CPNS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan pangan;

d. tunjangan umum; dan

e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar
yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi
pemerintah daerah yang memberikan tambahan
penghasilan dengan memperhatikan kemampuan
kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah kan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

pada
J'Pj. WAILI

hpo

Diundangkan di Pagar Alam

pada tanggal 12 Jum 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH

KOTA PAGAR ALAM,

2024

RANO FAHLESI
BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024 NOMOR



